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BERITA DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO 

 
NOMOR : 10                                                TAHUN : 2019 

 

PERATURAN BUPATI KULON PROGO 
NOMOR 10 TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN   KEDUA   ATAS PERATURAN BUPATI KULON 

PROGO NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN  
PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, DAN BANTUAN SOSIAL  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon 

Progo Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo 
Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan Pedoman 
Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial; 

b. bahwa sehubungan adanya dinamika dalam 
pengelolaan belanja bantuan sosial, maka 
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu untuk disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon 
Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang  Pedoman 
Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial; 
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Mengingat   : 1.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 
Yayasan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari 
Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di 
Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah 
Istimewa Jogjakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Hibah Daerah; 

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 
tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017; 

13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 
Kulon Progo Nomor 112 Tahun 2016; 

14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 
2016 tentang  Pedoman Pemberian Subsidi, 
Hibah, dan Bantuan Sosial sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo 
Nomor 53 Tahun 2017; 

15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 66 Tahun 
2018 tentang  Pedoman Transaksi Non Tunai; 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO 
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG  PEDOMAN 
PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, DAN BANTUAN 
SOSIAL. 
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Pasal I 

Ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati Kulon Progo 
Nomor 16 Tahun 2016 tentang  Pedoman 
Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial 
(Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 
Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2016 tentang  
Pedoman Pemberian Subsidi, Hibah, dan Bantuan 
Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo 
Tahun 2017 Nomor 55) diubah, diantara ayat (1) 
dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat  (1a) 
dan ayat (1b), sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi 
sebagai berikut: 

 
Pasal 14 

(1)   Bantuan Sosial dalam bentuk uang atau 
barang diberikan kepada anggota/kelompok 
masyarakat sesuai kemampuan keuangan 
Daerah. 

(1a) Bantuan dalam bentu kuang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 
tunaidan/atau non tunai. 

(1b) Penarikan uang dan/atau pembelian 
barang/jasa menggunakan uang dalam 
rekening Penerima Bantuan Sosial. 

(2)   Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat 
yang mengalami keadaan yang tidak stabil 
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, 
politik, bencana, atau fenomena alam agar 
dapat memenuhi kebutuhan hidup 
minimum; dan 
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b. lembaga non pemerintahan bidang 
pendidikan, keagamaan, dan bidang lain 
yang berperan untuk melindungi individu, 
kelompok, dan/atau masyarakat dari 
kemungkinan terjadinya resiko sosial. 

(3) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu 
dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a terdiri dari Bantuan 
Sosial yang direncanakan dan yang tidak 
direncanakan sebelumnya. 

(4) Bantuan Sosial yang direncanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dialokasikan kepada individu dan/atau 
keluarga yang sudah jelas nama, alamat 
penerima, dan besarannya pada saat 
penyusunan APBD. 

(5) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan 
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko 
sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat 
penyusunan APBD yang apabila ditunda 
penanganannya akan menimbulkan resiko 
sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau 
keluarga yang bersangkutan. 

(6) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan 
wajib dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 
masyarakat. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Kulon Progo.  

 
Ditetapkan di Wates 
pada tanggal 12 Februari 2019  

 
BUPATI KULON PROGO, 

 
Cap/ttd 

 

HASTO WARDOYO 
 

Diundangkan di Wates 
pada tanggal 12 Februari 2019   
 
     SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KULON PROGO, 
 
                 Cap/ttd 

 

            ASTUNGKORO 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO 
TAHUN 2019 NOMOR 10  
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